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Kunker DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp 945 M

KPK Tunggu Laporan

[JAKARTA] Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) me-
nemukan potensi kerugian
negara dalam kunjungan
kerja perscorangan atau
reses anggota DPR. Bahkan
potensi kerugian negara it
telah mencapai sebesar Rp
945 miliar.

Sebelumnya, beredar
surat pemberitatuan dari
Fraksi PDI-P yang meminta
anggotanya membuat lapo-
ran kunjungan saat masa
reses. Surat itu diteken Sek-
retaris Fraksi PDI-P Bam-
bang Wuryanto.

Penyebab munculnya
surat permberitahuan lantaran
ada surat dari Sekretariat
Jenderal DPR tentang kera-
guan terhadap kunjungan
kerja para anggota DPR.
Kejanggalan kunjungan
kerja itu mengakibatkan
potensi kerugian negara Rp
945 miliar.

Wakil Ketua Fraksi
PDI-P Hendrawan Supra-
tikno mengatakan, BPK
melakukan audit dan
melakukan uji petik atau
sampling. Tenyata ada lapo-
ran yang tidak memenuhi
persyaratan.

“Pelaporan yang tak
memenuhi syarat ini artinya
susah diverifikasi.Apakah
memang kegiatan yang
dilakukan anggota dewan itu
bisa dibuktikan atau tidak
gitu, foh?" vjar Hendrawan,
Kamis (12/5).

Hendrawan menjelaskan,
kadang-kadang ada fofo
yang sama digunakan ber-
kali dan kemudian staf yang
sama sehingga menurut BPK
akuntabilitasnya tidak
memadai. Hal itu, kata dia,
bukan hanya dilakukan ang-
gota PDI-P namun seluruh
fraksi yang ada di DPR.

“PDI-P dalam rapat
Jumat terakhir sebelum reses
membuat format laporan
untuk dipenuhi selurub ang-
gota fraksi. Kemarin sudah
diingatkan kembali oleh
Sekretaris Fraksi Bambang
Wuryanto, supaya dalam satu
tahun terakhir, semua akan
disusun ulang,” jelasnya.

Ia tidak memungkiri
adanya oknum anggota
Dewan yang sangat sibuk
dan lebih banyak percayakan
kegiatannya pada tenaga ahli
di lapangan. Sehingga akti-
fitas anggota dewan itu
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Jakarta, Selasa (12/4). Dari total 559 anggota, hanya 309
anggota DPR yang menghadiri rapat dengan agenda utama
penyampaian Ikhtisar Semester Il hasil Pemeriksaan BPK tahun

2015 dan penetapan susunan dan keanggotaan Pansus RUU ten-

tang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

menurut audit BPK, tidak
bisa dipertanggungjawabkan
lah secara keuangan.
“Selama ini, kan, anggo-
ta Dewan anggap enteng
pelaporan sepert ituX egia-
tan politik banyak yang tidak
bisa dilaporkan langsung
seperti itu. Misalnya nyum-
bang ini, nyumbang itu,
puluhan juta kan gak bisa

dipertanggungjawabkan,
mengumpulkan orang di-
kasih transport, bagaimana
cara pertanggungjawabkan.

* Itu, kan, sistemnya lamsam,”

katanya.

Senada dengan Hen-
drawan, politisi PAN, Saleh
Daulay mengatakan, dirinya
belum mengetahui dugaan
kejanggalan kunjungan ang-

gota Dewan itu. “Kunjungan
fiktif yang mana? Anggota
Dewan yang mana?” ujamya.

Ketua Komisi Perem-
puan ini menambahkan,
tidak ada kunjungan fiktif
yang dilakukan Komisinya.
Kunjungan kerja terakhir
Komisi-nya diikuti semua
anggota. “Ada fotonya,
absennya bisa dicek,” ujar

. Saleh. “Tnsya Allah di Komi-

si VI tak ada (yang fiktif).”

Politisi Nasdem Johnny
( Plate menambahkan, dia
akan mengecek laporan BPK
tersebut. Namun, Johnny
mengaku ia belum menerima
surat yang sama dari Sek-
retariat Jénderal DPR. “Saat
ini kami sedang masa reses,
nanti akan dicek,” vjamnya.

Tunggu Laporan

Di tempat tetpisah, KPK
menunggu laporan atas
temuan BPK terkait kunker
perorangan anggota DPR
yang diduga fiktif hingga
berpotensi merugikan nega-
ra mencapai Rp 945 miliar.

“Kami perlu melihat
dulu temuannya secara rinci
seperti apa. Sejauh ini kami
baru tahu dari pemberitaan

saja,” kata Pelaksana Harian
Kabiro Humas KPK Yuyuk
Andriati, di Jakarta, Jumat
(135).

BPK dikabarkan mene-
mukan potensi kerugian
negara dengan total Rp
945.465.000.000 yang bera-
sal dari kunker fiktif anggo-
taDPR. Laporan BPK terse-
but telah diserahkan ke Ke-
setjenan DPR sebelum
diteruskan ke 10 Fraksi di
DPR. Adanya tenmuan BPK
tersebut tentu semakin mem-
pertegas kualitas anggota
DPR semakin buruk.

Peneliti Forum Mas-
yarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi) Lucius
Karus menilai, laporan BPK
tersebut merupakan fakta atas
dugaan banyaknya anggota
DPR tidak perah mengun-
jungi daerah pemilihan
(dapil) pada saat reses namun
menyimpangkan anggaran-
nya. Temuan BPK itu juga
mematahkan predikat wajar
tanpa penge- cualian (WTP)
yang selalu diberikan BPK
kepadaDPR. “Maka penyim-
pangan dana reses anggota
semakin nyata,” kata Lucius.
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